
BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PROVINSI LAMPUNG
 

PERATURAN SUPATI LAMPUNG SELATAN
 
NOMOR .ll a. TAHUN 2017
 

TENTANG
 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
 

SELATAN NOMOR 3 TABUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
 
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA £SA 
BUPATI LAMPUNG SELATAN. 

Menimbang	 bahwa untuk mela.ksanakan ketentuan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II tennasuk Kota Praja da1am Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ( 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);	 . 



5.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 
5234); 

6.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
indonesia Nomor 5568); 

7.	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10.	 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

11.	 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 

12 . Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036); 

13 . Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Larnpung Selatan [Lernbaran 
Daerah Kabupaten Larnpung Se1atan Tahun 2016 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Lampung 
Selatan Nomor 16); 



h. tunjangan komunikasi intensif ; dan
 
i , tunjangan reses.
 

(2)	 Besarnya Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

Pasa13 

Berdasarkan Penghitungan kelompok kemampuan keuangan daerah 
sebagaimana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 
Kabupaten Lampung Selatan adaIah tennasuk kelompok tinggi. 

Pasal4 

(1)	 Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan 
daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dual tahun anggaran sebelumnya 
dari tahun anggaran yang direncanakan. 

(2)	 Penghitungan kemarnpuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, 

BABllI
 
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
 

DAN ANGGOTA DPRD
 

Pasal5 

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: 
a. jaminan kesehatan; 
b. jaminan kecelakaan kerja; 
c . jarninan kematian; dan 
d. pakaian dinas dan atribut, 

(2)	 Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD 
disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: 
a.	 rumah negara dan perlengkapannya; 

b. kendaraan dinas jabatan; dan 
c. belanja rumah tangga; 

(3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat 
disediakan tunjangan keseiahteraan berupa: 
a. rumah negara dan perlengkapannya; dan 

b.	 tunjangan transportasi. 



h.	 tunjangan komunikasi intensif ; dan 

i.	 tunjangan reses. 

(2)	 Besarnya Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. 

Pasal 3 

(1)	 Kemampuan keuangan daerab terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: 
a. tinggi; 
b . sedang; dan 
c . rendah. 

(2)	 Penghitungan kelompok kemampuan keuangan daerab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku untuk Kabupaten Lampung Selatan adalah masuk pada kelompok 
sedang. 

Pasal4 

(1)	 Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan 
daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran 
sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. 

(2)	 Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) dilakukan oleh Tim Anggaran Pernerintah Daerah. 

BABIII
 
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN
 

DAN ANGGOTA DPRD
 

PasalS 

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: 
a . jaminan kesehatan; 
b. jaminan kecelakaan kerja; 
c. jaminan kematian; dan 
d.	 pakaian dinas dan atribut. 

(2)	 Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD 
disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: 
a.	 rumah negara dan perlengkapannya; 
b.	 kendaraan dinas jabatan; dan 
c. belanja rumab tangga; 

(3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat 
disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: 
a . rumab negara dan perlengkapannya; dan 
b.	 tunjangan transportasi. 



(4) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat 
(3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Larnpung 
Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda ,
 
pada tanggal 3 ClC) G>SIV 5 201 7
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

ZAINUDIN HASAN 
Diundangkan di Kalianda, 
pada tanggal 2017 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

?, OC)vc,\IJ> 

SEKRETARIS DAE 

FREDYSM 
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 


